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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan Januari 2022 mengangkat laporan utama 
mengenai sejumlah kebijakan peningkatan tarif dan harga yang diterapkan 
di awal tahun 2022. Terutama kenaikan tarif dan harga untuk kebutuhan 
energi dan konsumsi. Peningkatan tarif dan harga perlu memperhatikan 
daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro, serta para pemangku 
kepentingan terkait, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang kembali dibahasnya 
RUU PDP pada tahun 2022 menjadi sinyal bahwa Pemerintah bersama 
dengan DPR tetap memiliki komitmen untuk mengesahkan rancangan 
undang-undang ini. Namun, hal tersebut juga menunjukkan bahwa 
pembentuk undang-undang tidak juga mampu menyelesaikan pembahasan 
RUU PDP meskipun RUU ini telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 
Tahun 2021. Selanjutnya, kami juga membahas tentang keberadaan SKB 
Tafsir Implementasi UU ITE sama sekali tidak menyelesaikan persoalan 
pemidanaan di ruang digital. Amnesty Internasional Indonesia mencatat 
bahwa terdapat 84 kasus pelanggaran berekspresi dengan total 98 korban 
yang menggunakan UU ITE sepanjang tahun 2021. Kondisi tersebut 
membuktikan bahwa SKB Tafsir Implementasi UU ITE belum berhasil 
memutus rantai pemidanaan di ruang digital.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya partai 
politik untuk membuka seluruh laporan keuangannya kepada publik. Selain 
meningkatkan kepercayaan publik, keterbukaan keuangan partai politik 
dapat mencegah korupsi karena semua pembiayaan tidak dilakukan di bawah 
meja. Selain itu, kami membahas tentang maraknya praktik klientelisme 
di pemilu Indonesia perlu menjadi perhatian serius jelang Pemilu 2024 
mendatang. Merevisi sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu sehingga 
dapat memberi efek jera hingga meningkatkan kemampuan pemilih untuk 
menentukan pemimpin yang bebas dari korupsi melalui penolakan terhadap 
politik uang, menjadi solusi utama dalam mengatasi praktik klientelisme 
dalam pemilu.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang permasalahan 
ketimpangan gender di Indonesia. Berdasarkan Data Gender Inequality 
Index dan Global Gender Gap Index menunjukkan masih besarnya 
ketimpangan gender di Indonesia. Diperlukan penguatan pembangunan 
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yang berperspektif gender pada dimensi pendidikan, peluang 
ekonomi, kesehatan, dan politik untuk mewujudkan kesetaraan 
dan menghapuskan ketimpangan yang ada. Selain itu, kami juga 
membahas tentang Kurikulum Prototipe untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran murid. Keberhasilan implementasi 
kurikulum juga sangat berkaitan dengan kesiapan berbagai faktor 
seperti guru dan sekolah.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Sederet Kebijakan Peningkatan Tarif dan Harga 
pada Tahun 2022 Beserta Dampaknya

Pergantian tahun 2022 telah kita lalui dengan segala keterbatasan 
yang dialami. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang belum juga rampung 
semenjak awal tahun 2020. Artinya, tahun baru 2022 ini merupakan 
tahun kedua tanpa perayaan kembang api dan pertunjukan 
spektakuler di Indonesia. Namun, bukan perayaan euforia tahun 
baru yang akan dibahas pada tulisan ini, melainkan upaya Indonesia 
untuk pulih. Sebagaimana yang kita rasakan, Indonesia masih dalam 
proses bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi.

Grafik perekonomian Indonesia selama pandemi dapat dikatakan 
seperti roller-coaster dengan fluktuasi yang tajam semenjak bulan 
Maret 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
pertumbuhan ekonomi sejak kuartal I-2018 hingga kuartal IV-2019 
berkisar 5 persen mulai terjadi secara quartal-to-quartal. Pada Grafik 
1 terlihat penurunan tajam pada kuartal I-2020, karena pada saat itu 
kasus COVID-19 sudah mulai menyebar ke beberapa negara hingga 
pada kuartal II-2020 masuk ke Indonesia. Hal tersebut membuat 
laju pertumbuhan negatif hingga -2,7 persen.  

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi kuartal I-2018 sampai 
kuartal III-2021

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Laporan Utama
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Berbagai kebijakan telah diimplementasikan hingga laju pertumbuhan 
Indonesia berangsur membaik. Kebijakan tersebut adalah fiskal 
ekspansif yang bersumber dari realokasi dan refocusing Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN mengutamakan pulihnya 
sektor kesehatan mulai dari pengobatan hingga pemenuhan fasilitas 
medis bagi masyarakat yang terjangkit COVID-19 (Kemenkeu, 
2020).

Dana PEN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2020 yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan 
meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor 
riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Kebijakan 
PEN juga meluas hingga dirasakan manfaatnya rumah tangga/
individu. Komponen dana PEN tersebut untuk sektor kesehatan, 
perlindungan sosial, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta 
program prioritas (Kemenkeu, 2020). 

Semenjak disahkan, penyerapan dana PEN pada tahun 2020 sangat 
maksimal. Laporan monitoring dan evaluasi tahun 2020 menyebutkan 
bahwa program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi 
nasional terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu. 
Sedangkan, pada tahun 2021, dana PEN terealisasi Rp658,79 triliun 
atau 88 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Perbandingan dana PEN 
2020 dan 2021 menurut klaster terlihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Realisasi PEN tahun 2020 dan 2021 (dalam triliun 
rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Laporan Utama
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Berdasarkan realisasi dana PEN antara tahun 2020 dan 2021, 
kinerja APBN sangat berpengaruh pada pemulihan ekonomi 
terutama pada grafik laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-
2020 hingga kuartal III-2021. Seiring dengan penyerapan PEN, 
grafik laju pertumbuhan ekonomi terus melaju hingga kembali 
positif. Peningkatan realisasi terbesar adalah klaster kesehatan. 
Kenaikan realisasi PEN klaster kesehatan dari tahun 2020 ke tahun 
2021 mencapai 212,5 persen. Kemudian, ada klaster program 
prioritas sebesar 58,3 persen. Namun, ada klaster yang berkurang 
realisasinya yaitu klaster perlindungan sosial dan klaster dukungan 
UMKM dan pembiayaan korporasi. 

Klaster kesehatan direalisasikan untuk diagnostik virus seperti 
testing dan tracing, pemakaian obat untuk rumah sakit darurat, 
paket obat, biaya perawatan, insentif tenaga kesehatan, pengadaan 
vaksin, bantuan biaya kesehatan, serta penelitian pengembangan 
Vaksin Merah Putih. Hingga tahun 2021, dana PEN bermanfaat 
untuk klaster perlindungan sosial seperti pembiayaan Program 
Keluarga Harapan (PKH), kartu pra kerja, kuota internet untuk 
belajar, subsidi listrik, bantuan beras, hingga program pengentasan 
kemiskinan ekstrim. 

Besarnya belanja negara sebagai upaya pemulihan ekonomi 
masyarakat di tengah kondisi pandemi membuat pemerintah 
mencari sumber pembiayaan tambahan. Salah satunya dengan 
peningkatan tarif dan pajak yang rencananya akan diberlakukan mulai 
tahun 2022. Peningkatan tarif yang akan diberlakukan bukan untuk 
pertambahan penerimaan negara semata, tetapi juga dikarenakan 
aspek lain seperti faktor kesehatan dan faktor lingkungan. 

Rencana tarif yang akan ditingkatkan pada tahun 2022 antara lain 
tarif listrik non-subsidi, kenaikan liquified petroleum gas (LPG) non-
subsidi ukuran 12 kg, dan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). 
Berikut pembahasan, alasan, serta dampak pemberlakuan tarif dan 
harga yang meningkat pada tahun 2022.

Kenaikan Tarif Listrik

Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik pada tahun 
2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
menyebutkan bahwa kesepakatan dalam peningkatan tarif listrik 
didasarkan pada penerapan tariff adjustment (tarif penyesuaian). 
Kesepakatan yang dilakukan bersama Badan Anggaran Dewan 

Laporan Utama
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Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) rencananya akan diberlakukan 
ketika situasi pademi COVID-19 mulai teratasi (cnbcindonesia.
com, 30/12/21). 

Penerapan tariff adjustment diperuntukkan bagi 13 golongan 
pelanggan listrik non subsidi. Seharusnya tarif listrik bagi pelanggan 
non-subsidi berfluktuasi setiap tiga bulan. Naik turunnya tarif 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu nilai tukar (kurs), harga minyak 
mentah, dan inflasi. Apabila ketiga faktor tersebut mengalami 
kenaikan, maka tarif listrik juga akan meningkat, begitupun 
sebaliknya.

Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki 38 golongan 
yang terbagi menjadi: 25 golongan yang mendapat subsidi dan 13 
golongan yang tidak bersubsidi. Golongan yang tidak mendapatkan 
subsidi diantaranya pelanggan rumah tangga yang menggunakan 
listrik di atas 1000 Volt Ampere (VA), pelanggan bisnis yang 
menggunakan minimal 6.600 VA, pelanggan industri yang 
menggunakan minimal 200 kVA, kantor pemerintahan, penerangan 
jalan umum, dan layanan khusus dengan tarif Rp1.644,52 per kWh.

Kementerian ESDM dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR 
RI menyebutkan besaran kenaikan tarif pada tiap golongan. Jika 
berlangganan 900 VA akan mengalami kenaikan Rp18.000 per bulan; 
1.300 VA akan mengalami kenaikan Rp10.800 per bulan; 3.300 VA 
kemungkinan naiknya Rp31.000 per bulan, dan seterusnya. Dengan 
skema tariff adjustment, kenaikan tarif listrik diperkirakan mengalami 
kenaikan Rp18.000 hingga Rp101.000 per bulan sesuai golongannya. 

Kenaikan tarif listrik yang akan terjadi tentunya berdampak pada 
rumah tangga dan industri besar. Biaya listrik merupakan salah satu 
komponen dalam biaya operasional perusahaan. Apabila mengalami 
peningkatan, maka perusahaan juga perlu menyesuaikan dengan 
jumlah barang yang diproduksi, serta harga agar tetap mendapatkan 
keuntungan maksimum. Harga barang yang akan meningkat juga 
berpengaruh terhadap konsumsi barang dan jasa rumah tangga.

Agustin dan Wikarya (2019) dalam penelitiannya yang berjudul 
pengaruh kebijakan tariff adjustment listrik terhadap konsumsi listrik 
rumah tangga di Indonesia menyebutkan bahwa ada hubungan 
negatif antara pemberlakuan penyesuaian tarif dengan konsumsi 
listrik rumah tangga. Artinya, masyarakat akan mengubah 
perilakunya untuk mengurangi konsumsi listrik dan melakukan 
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penghematan mengingat listrik merupakan kebutuhan pokok rumah 
tangga.

Kenaikan Harga LPG Non Subsidi

Selain tarif listrik yang akan dinaikkan, ternyata harga liquid 
petroleum gases (LPG) sudah resmi dinaikkan pada 25 Desember 
2021. Sehingga, tahun 2022 masyarakat resmi menggunakan harga 
LPG non subsidi terbaru. Disinyalir, penyebab kenaikan harga LPG 
disebabkan oleh harga dunia yang terus merangkak (cnbcindonesia.
com, 31/12/21). 

LPG non subsidi meliputi Bright Gas 5,5kg, Bright Gas 12 kg, 
dan Elpiji 12 kg. Kenaikan harga LPG non subsidi mengikuti tren 
peningkatan Contract Price Aramco (CPA). Berdasarkan informasi 
dari Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding 
Pertamina Commercial and Trading, Irto Ginting, kenaikan harga 
berkisar antara Rp1.600 – Rp2.600 per kilogram (tempo.co, 
27/12/21).

Penetapan kenaikan harga juga bertujuan agar pengguna LPG 
bersubsidi tepat sasaran. Saat ini, pengguna LPG subsidi mencapai 
92,5 persen. Upaya yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral untuk mengatasi penggunaan LPG subsidi yang tidak 
tepat sasaran adalah dengan mendata masyarakat miskin dan rentan 
miskin. Hingga tahun 2021, ada sekitar 50 persen masyarakat miskin, 
rentan miskin, dan usaha mikro yang telah teridentifikasi sebagai 
penerima bantuan langsung yang akan diberikan Pemerintah. 

Meningkatnya harga LPG non subsidi bagi masyarakat memang 
sebuah upaya untuk menstabilkan harga karena mengikuti kenaikan 
CPA. Namun, dikhawatirkan, pengguna LPG non-subsidi akan 
bermigrasi ke LPG 3 kg sehingga semakin terjadi subsidi yang tidak 
tepat sasaran. Hermawan (2014) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa penentuan harga LPG non-subsidi perlu melihat daya beli 
masyarakat, keuangan PT Pertamina, dan potensi migrasi konsumen 
dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg.

Kenaikan Cukai Rokok

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
Kementerian Keuangan mengumumkan kebijakan tarif cukai rokok 
yang resmi naik mulai tahun 2022. Pengumuman kenaikan tarif cukai 
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rokok dilakukan setelah Undang-Undang APBN 2022 disahkan oleh 
DPR (cnnindonesia.com, 26/08/2021). Kenaikan tarif cukai rokok 
hingga 12 persen tersebut lebih ditekankan karena faktor kesehatan. 

Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian 
Keuangan pada 13 Desember 2021 lalu, menyebutkan kenaikan tarif 
cukai bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
secara jangka panjang. Salah satu indikator kualitas pembangunan 
manusia adalah kesehatan. Meningkatkan tarif cukai rokok 
diharapkan mampu menekan konsumsi masyarakat terhadap rokok 
dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. 

Alokasi belanja APBN pada bidang kesehatan telah meningkat 
menjadi minimal 5 persen dari total belanja pemerintah. Hal tersebut 
digunakan untuk pencegahan, pengobatan, dan peningkatan 
kualitas, serta kapasitas fasilitas kesehatan. Pengeluaran untuk 
pengobatan umumnya lebih mahal sehingga perlu ada upaya 
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat salah satunya dengan 
mengurangi konsumsi rokok. Fakta menyebutkan, sejak tahun 2018, 
9 dari 10 anak Indonesia adalah perokok (Riset Kesehatan Dasar, 
2018). 

Fakta selanjutnya diperkuat dengan hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 
pada bulan Maret 2021, konsumsi rokok merupakan pengeluaran 
kedua tertinggi masyarakat miskin di perkotaan dan dan perdesaan 
setelah komoditi beras. Konsumsi rokok mencapai 11,9 persen dari 
total pengeluaran di perkotaan, dan 11,24 persen di perdesaan.

Di sisi lain, kenaikan cukai rokok akan berdampak pada industri padat 
karya dan produksi rokok. Suprihanti et.al., (2019) menyebutkan 
adanya tarif cukai rokok akan menambah penerimaan pemerintah 
namun berdampak negatif terhadap total surplus ekonomi. Kenaikan 
cukai rokok berdampak negatif pada surplus produsen rokok dan 
makin menurun, surplus konsumen rokok makin meningkat dan 
surplus petani menjadi turun (negatif). Agar surplus ekonomi petani 
tetap positif, maka kenaikan tarif cukai khususnya sigaret kretek 
tangan (SKT) ditetapkan tidak lebih dari 5,8%.

Rekomendasi Kebijakan

Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik menunjukkan bahwa 
Indonesia dapat melewati berbagai kesulitan akibat pandemi 
COVID-19. Namun, membaiknya perekonomian Indonesia tidak 
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serta-merta menganggap daya beli masyarakat sudah mendekati 
normal. Ancaman pandemi karena varian virus baru berada di 
hadapan kita semua, yaitu Omicron. Oleh karena itu, kebijakan yang 
ditentukan juga harus melihat dari berbagai aspek. Kementerian 
Keuangan perlu memperhitungkan kembali kecukupan dan PEN 
untuk tahun 2022, karena dampak dari kebijakan tersebut yang 
menolong pertumbuhan ekonomi dari jurang krisis.

Menanggapi naiknya listrik, Kementerian BUMN bersama PT PLN 
perlu memperkirakan kerugian yang kemungkinan dialami oleh 
industri. Praktik penggunaan listrik yang tidak tepat sasaran juga 
kerap ditemukan masyarakat. Apabila data milik PT PLN sesuai 
dengan kondisi yang ada di lapangan, maka pendapatan negara dari 
PT PLN akan lebih maksimal. 

Kenaikan yang terjadi pada LPG non-subsidi dapat menyebabkan 
perpindahan konsumsi pada tabung subsidi LPG 3 kg yang 
diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Agar semakin tepat 
sasaran, Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian ESDM 
tentunya perlu memperbarui data masyarakat penerima subsidi. 

Terakhir, kenaikan tarif cukai rokok juga tidak bisa sepenuhnya 
didasarkan pada alasan kesehatan masyarakat. Konsumsi masyarakat 
terhadap rokok juga menjadi salah satu alat ukur kemampuan 
daya beli masyarakat. Untuk itu, Kementerian Keuangan perlu 
memperhatikan alokasi penerimaan cukai rokok. Sebagai contoh, 
mengalokasikan cukai rokok untuk diversifikasi tanaman lain selain 
tembakau, sehingga kesejahteraan petani tembakau tetap terjaga. 

- Nuri Resti Chayyani - 

Mengawali tahun 
baru 2022, sejumlah 
kebijakan peningkatan 
tarif dan harga 
diterapkan. Terutama 
kenaikan tarif dan 
harga untuk kebutuhan 
energi dan konsumsi. 
Peningkatan tarif 
dan harga perlu 
memperhatikan daya 
beli masyarakat dan 
kondisi ekonomi 
makro, serta para 
pemangku kepentingan 
terkait, yang masih 
belum sepenuhnya 
pulih dari pandemi.

Laporan Utama
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Hambatan Laju Pembahasan RUU PDP

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI) yang dilakukan pada 7 Desember 2021 berhasil menetapkan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 (dpr.go.id, 7/12/2021). Salah 
satu regulasi hukum yang hendak dibahas pada tahun 2022 adalah 
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi 
(RUU PDP). Kembali masuknya rancangan undang-undang a quo 
dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 merupakan sebuah dilema 
tersendiri.

Kembali dibahasnya RUU PDP pada tahun 2022 menjadi sinyal 
bahwa Pemerintah bersama dengan DPR tetap memiliki komitmen 
untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini. Namun, hal 
tersebut juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang 
tidak juga mampu menyelesaikan pembahasan RUU PDP meskipun 
RUU ini telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021. 
Kesadaran tentang pentingnya keberadaan regulasi hukum yang 
difokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi 
berbanding terbalik dengan kinerja DPR dan Pemerintah dalam 
menyelesaikan pembahasan RUU PDP.

Mundurnya pembahasan RUU PDP pada tahun 2021 bukanlah 
yang pertama kali. RUU PDP sudah dirancang sejak tahun 2016. 
Sejak pertama kali resmi masuk Prolegnas dan dibahas dari tahun 
2019, RUU PDP selalu diharapkan dapat rampung setiap akhir 
tahun. Namun, hingga akhir tahun 2021, pembahasan RUU PDP 
tidak kunjung selesai (Kobrata, 11/1/2021). Seringkali pembentuk 
undang-undang lebih fokus menyelesaikan pembahasan rancangan 
undang-undang yang tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas, seperti 
pada saat mengesahkan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi mapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja.
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Kesadaran bahwa perlindungan data pribadi membutuhkan 
payung hukum yang jelas baru akan kembali meningkat ketika 
terjadi kebocoran terhadap data pribadi masyarakat. Contohnya 
ketika terjadi kebocoran enam juta data rekam medis pasien milik 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang dijual bebas di situs 
RaidForum (republika.co.id, 8/1/2022). Persoalan terkait pencurian, 
kebocoran, hingga jual beli data pribadi masyarakat di ruang digital 
dapat dicegah dan ditindak secara proporsional ketika RUU PDP 
telah disahkan.

Salah satu perdebatan alot yang sulit menemukan titik terang antara 
pembentuk undang-undang dalam membahas RUU PDP adalah 
pembentukan dan posisi kelembagaan Otoritas Perlindungan Data 
Pribadi (OPDP). Pihak Pemerintah menginginkan agar otoritas 
tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo). Sementara itu, Komisi I DPR menginginkan OPDP 
menjadi sebuah lembaga negara independen yang berkedudukan 
langsung di bawah Presiden (katadata.co.id, 16/12/2021). Mencari 
kesepakatan terkait dengan bentuk dan posisi OPDP yang ideal 
dalam ketatanegaraan Indonesia memang merupakan satu hal 
yang penting. Namun, menjadi hal yang disayangkan ketika 
pembahasannya menjadi berlarut-larut hingga menghabiskan 
waktu sampai satu tahun. Padahal, keberadaan RUU PDP menjadi 
kebutuhan bagi perlindungan hak masyarakat.

Jalan tengah perebutan OPDP baru muncul ketika Pemerintah dan 
DPR pada akhirnya menyepakati bentuk dan posisi dari otoritas 
tersebut pada akhir tahun 2021. Lembaga yang berbentuk otoritas 
dan bertugas menjadi lembaga pengawas tersebut dirancang berada 
di bawah Kominfo. Meski begitu, DPR meminta agar dibentuk juga 
dewan pengawas OPDP oleh DPR. Hal tersebut agar mekanisme 
pengawasan dan intervensi masyarakat dapat hadir (katadata.co.id, 
16/12/2021). Akhir dari perdebatan pembentukan OPDP tersebut 
dapat menjadi indikasi bahwa belum rampungnya pembahasan 
RUU PDP hanya diakibatkan oleh tarik menarik posisi tawar antara 
Pemerintah dan DPR. Padahal, masyarakat telah kian dirugikan 
oleh pelbagai kasus kebocoran data pribadi yang terjadi sepanjang 
tahun 2021.

Upaya pembaharuan hukum nasional akan terus menemui jalan 
buntu ketika hal yang lebih sering terjadi antara pembentuk 
undang-undang adalah tarik menarik kepentingan politik ketimbang 
memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat. DPR bersama 
dengan Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya untuk 
memberikan perlindungan yang paripurna terhadap data pribadi 
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masyarakat dengan meningkatkan akselerasi pembahasan RUU 
PDP agar dapat segera disahkan.

Akselerasi Pembahasan RUU PDP

Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi berulang membuat 
dibutuhkannya sebuah akselerasi atau percepepatan pembahasan 
RUU PDP oleh DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk 
undang-undang. Menghadirkan rujukan instrumen hukum 
perlindungan data pribadi menjadi sebuah keharusan agar terdapat 
mekanisme pencegahan, penindakan, hingga jenis sanksi yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pencurian data pribadi.

Saat ini, ketentuan yang secara spesifik membahas tentang 
perlindungan data pribadi hanya terdapat dalam Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (UU PDPSE). 
Menjadi hal yang patut disayangkan ketika perlindungan hak 
masyarakat atas data pribadinya hanya berada di tingkat peraturan 
menteri.

Salah satu undang-undang yang relevan pada bagian mengingat 
peraturan menteri a quo, hanyalah Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 
Padahal, hanya terdapat dua bagian yang membahas tentang data 
pribadi dalam undang-undang tersebut. Pertama, Pasal 26 ayat 
(1) UU ITE yang mengatur tentang syarat persetujuan ketika 
menggunakan data pribadi seseorang. 

Kedua, pada bagian penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Secara 
umum, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan 
teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu 
bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung 
pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk 
menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. 
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan 
orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan 
hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan 
data seseorang, Artinya, hanya terdapat satu ayat dalam UU ITE 
yang membahas tentang data pribadi.

Ketiadaan regulasi hukum yang spesifik dalam memberikan 
perlindungan data pribadi pada tataran undang-undang membuat 
hak masyarakat menjadi makin terancam. Oleh karena itu, terdapat 
hal yang harus dilakukan untuk melakukan percepatan pembahasan 
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rancangan undang-undang tersebut. Panitia kerja RUU PDP dari 
pihak Kominfo dan DPR harus segera menetapkan jadwal yang 
konkret untuk melanjutkan pembahasan. 

Janji Pemerintah dan DPR untuk “segera” melakukan pembahasan 
RUU PDP pada awal tahun 2022 harus dapat direalisasikan dengan 
mengumumkan tanggal pasti akan dilakukan pembahasan. Jika 
tidak, maka menjadi sebuah kemungkinan bahwa RUU PDP tetap 
tidak akan disahkan hingga berakhirnya tahun 2022.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -

Dorongan masyarakat 
agar segera 
dilakukan percepatan 
pembahasan RUU PDP 
adalah sebuah ujian 
bagi DPR bersama 
dengan Presiden 
selaku pembentuk 
undang-undang 
dalam menunjukkan 
komitmennya untuk 
memenuhi hak 
masyarakat atas 
perlindungan data 
pribadi.

Hukum



Update Indonesia — Volume XVI, No.1 – Januari 2022 14

Menilik Kegagalan SKB Tafsir Implementasi UU ITE

Merujuk pada data dari The Southeast Asia Freedom of Expression 
Network (SAFEnet) yang memantau penerapan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE) sejak disahkan pada tahun 2008, tercatat sebanyak 
324 kasus yang terjadi hingga bulan Oktober 2020. Meski revisi 
undang-undang tersebut telah dilakukan pada tahun 2016, namun 
tidak mampu menghentikan implementasi bermasalah yang 
berakhir dengan peningkatan pelanggaran HAM, khususnya terkait 
dengan kebebasan berekspresi di Indonesia dari waktu ke waktu 
(The Indonesian Institute, 2021). Pemerintah menyadari bahwa 
tingginya angka pemidanaan di ruang digital disebabkan oleh 
beberapa pasal multitafsir dalam UU ITE. Hal tersebut dibuktikan 
dengan pembentukan Tim Kajian UU ITE yang bertugas untuk 
mengevaluasi implementasi dan muatan isi dalam undang-undang 
a quo.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tafsir Implementasi UU 
ITE merupakan salah satu produk yang dilahirkan oleh Tim Kajian 
UU ITE bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Setelah ditandatangani 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa 
Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 
23 Juni 2021, SKB a quo diharapkan mampu untuk menyelesaikan 
persoalan pemidanaan di ruang digital. Namun, setelah lebih dari 
enam bulan pemberlakuannya, sejauh mana efektivitas penerapan 
SKB Tafsir Implementasi UU ITE?

Munculnya SKB a quo merupakan sebuah pengakuan langsung 
dari pemerintah, bahwa selama ini terdapat kesalahan penggunaan 
sudut pandang dari aparat penegak hukum ketika berhadapan 
dengan kasus yang menggunakan UU ITE. Kepolisian dan Kejaksaan 
sebagai bagian yang saling terintegrasi dari sistem peradilan pidana 
(integrated criminal justice system) seringkali menafsirkan sendiri 
terhadap ketentuan hukum yang terdapat pada UU ITE. Kedua 
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lembaga penegak hukum tersebut tidak dapat menjadi pihak yang 
disalahkan sepenuhnya. Hal tersebut diakibatkan oleh muatan isi 
bermasalah yang terdapat dalam undang-undang a quo, seperti 
ketentuan tentang pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 27 
UU ITE.

Namun, keberadaan SKB Tafsir Implementasi UU ITE sama 
sekali tidak menyelesaikan persoalan pemidanaan di ruang digital. 
Amnesty Internasional Indonesia mencatat bahwa terdapat 
84 kasus pelanggaran berekspresi dengan total 98 korban yang 
menggunakan UU ITE sepanjang tahun 2021 (cnnindonesia.com, 
14/12/2021). Meskipun terdapat penurunan kasus jika dibandingkan 
dengan total kasus represi kemerdekaan pendapat yang berjumlah 
119 kasus pada tahun 2020 (amnesty.id, 2020), namun hal tersebut 
tidak dapat membuktikan bahwa SKB Tafsir Implementasi UU ITE 
telah berhasil memutus rantai pemidanaan di ruang digital.

SKB Tafsir Implementasi UU ITE dalam Kerangka Restorative 
Justice

Tingginya angka pemidanaan di ruang digital bukan menjadi faktor 
tunggal lahirnya SKB Tafsir Implementasi UU ITE. Selain masih 
dibutuhkannya waktu untuk melakukan perubahan kedua terhadap 
UU ITE, SKB a quo juga diharapkan mampu menggunakan 
pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan masalah 
pemidanaan di ruang digital. Sebenarnya, upaya untuk menekan 
dampak dari pasal multitafsir dalam UU ITE sudah coba dilakukan 
oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan mengeluarkan 
Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran 
Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang 
bersih, sehat, dan produktif. Melihat dari waktu pengesahannya, 
surat edaran a quo ditandatangani pada 19 Februari 2021, lebih 
dahulu muncul daripada SKB Tafsir Implementasi UU ITE.

Surat edaran tersebut secara umum menegaskan bahwa Polri 
memiliki prinsip penyelesaian hukum pidana merupakan solusi 
terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum, serta harus 
mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai 
dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan 
bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke 
pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka 
terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan sebelum berkas 
tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku 
diberi ruang diskusi kembali (Muslih, 2021).
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Bagir Manan (2008) menjelaskan bahwa  restorative justice 
merupakan sebuah alternatif penegakkan hukum yang menggunakan 
pendekatan sosio-kultural dan bukan hanya menggunakan 
pendekatan normatif. Langkah ini dianggap lebih efektif untuk 
menghindari upaya pemenjaraan ketika menggunakan hukum 
pidana normatif. Dalam penerapannya, restorative justice melibatkan 
masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan 
itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak, sehingga 
keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat 
tercipta.

Contoh kasus penerapan restorative justice adalah Sebastianus 
Naitili, pelajar di SMAN Maubesi, Kecamatan Insana Tengah 
Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres 
Timor Tengah Utara atas kasus pencemaran nama baik serta 
pelanggaran UU ITE (rri.co.id, 1/3/2021). Kasus tersebut bermula 
ketika seorang siswa membongkar sebuah dugaan kasus pungutan 
liar. Dalam kasus tersebut, status tersangka menjadi gugur setelah 
melakukan mediasi sehingga pelaku dan korban bisa berdamai. Pihak 
kepolisian menghentikan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Sepanjang bulan Januari-September 2021, Polri menerima 
sedikitnya 2.207 laporan atas tindak pidana yang memakai UU ITE. 
Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pencemaran nama 
baik secara daring dan penipuan daring. Terhadap kasus dugaan 
pencemaran nama baik, Polri akan menawarkan upaya damai, 
namun kasus akan tetap dilanjutkan ketika tawaran tersebut ditolak 
oleh pelapor (gatra.com, 13/10/2021). Hal ini menunjukkan masih 
adanya persoalan terkait dengan pemahaman masyarakat dalam 
melakukan pelaporan dengan menggunakan delik yang terdapat 
dalam UU ITE.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan 
oleh pasal multitafsir dalam UU ITE. Pertama, melakukan revisi 
terhadap UU ITE. DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk 
undang-undang perlu mempertimbangkan untuk menghapus 
pasal-pasal yang seringkali digunakan untuk menjerat orang yang 
sebenarnya menjadi korban, seperti Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang 
mengatur tentang kesusilaan dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang 
pencemaran nama baik. Revisi ini harus dipastikan tidak malah 
menambah pasal multitafsir baru.
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Kedua, sebagai solusi sementara yang ditawarkan oleh pemerintah, 
SKB Tafsir Implementasi UU ITE tidak menyelesaikan persoalan. 
Hal yang perlu diperbaiki adalah kacamata yang digunakan oleh 
kepolisian selaku penegak hukum dalam melihat kasus terkait dengan 
ITE. Memaksimalkan mekanisme restorative justice oleh kepolisian 
sebenarnya telah cukup untuk mengatasi persoalan dalam UU ITE, 
sembari menunggu dilakukannya revisi terhadap undang-undang a 
quo.

Ketiga, Kominfo berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil 
dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait fungsi 
utama dari UU ITE. Hal ini penting untuk dapat memberikan 
pemahaman yang komprehensif bahwa undang-undang a quo tidak 
digunakan untuk memenjarakan orang lain atas pernyataannya di 
ruang digital.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -

SKB Tafsir 
Implementasi UU ITE 
secara umum tidak 
memberikan dampak 
yang signifikan untuk 
menurunkan angka 
pemidanaan di ruang 
digital. Mekanisme 
restorative justice 
yang digunakan oleh 
kepolisian lebih sering 
digunakan karena 
bersifat mendamaikan 
kedua belah pihak yang 
berperkara.
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Membuka Sumber Keuangan Partai Politik 

Pada bulan Desember 2021 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
memberikan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik 
senilai Rp27,2 miliar untuk sepuluh partai politik yang ada di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pemberian dana 
hibah partai politik ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

Jika mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 
tentang Partai Politik (UU Parpol), dijelaskan bahwa terdapat tiga 
sumber keuangan partai politik, yaitu iuran anggota, sumbangan 
yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD).  

Untuk sumber keuangan partai politik yang bersumber dari anggota, 
tidak dijelaskan secara rinci terkait batasan iuran yang diperbolehkan 
dari setiap anggota partai politik. Namun, berdasarkan Pasal 
35 UU a quo, dijelaskan bahwa sumbangan yang berasal dari 
perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per orang dalam waktu 
satu tahun anggaran atau perusahaan dan/atau badan usaha, paling 
banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 
Rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) 
tahun anggaran. 

Terkait porsi yang diterima oleh partai politik berdasarkan APBN 
atau APBD, seperti yang dijelaskan pada Pasal 34 ayat (3) UU a 
quo, bahwa bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota yang 
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Pasal 40 ayat (3) UU Parpol juga menjelaskan sejumlah 
larangan bagi partai politik dalam menghimpun dana. Pertama, 
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partai politik dilarang menerima atau memberikan kepada pihak 
asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. Kedua, partai politik juga dilarang 
menerima sumbangan, baik berupa uang maupun barang, dari 
pihak manapun tanpa memiliki identitas yang jelas. Ketiga, partai 
politik dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau 
perusahaan/badan usaha melebihi jumlah yang ditentukan dalam 
undang-undang. Kempat, partai politik dilarang meminta atau 
menerima dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
atau dengan sebutan lainnya. Kelima, partai politik dilarang 
mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan 
usaha. Keenam, menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai 
sumber pendanaan partai politik. 

Pro Kontra Pembiayaan Partai Politik Melalui Dana Publik 

Pembiayaan partai politik melalui dana publik sebenarnya masih 
menyisakan perdebatan. Menurut Surbakti & Supriyanto (2011), 
terdapat beberapa argumen yang melandasi dukungan terhadap 
pembiayaan partai politik melalui dana publik. Pertama, partai 
politik melaksanakan tugas publik. Oleh karena itu, partai politik 
perlu didanai oleh publik. 

Kedua, partai politik memang memerlukan dana untuk membiayai 
berbagai kegiatan, seperti kegiatan kampanye pemilu, memelihara 
relasi dan interaksi dengan konstituen, mempersiapkan rancangan 
kebijakan publik, dan membayar para staf profesional. 

Ketiga, membatasi pengaruh dari perusahaan atau tokoh yang 
hendak “membeli” keputusan partai politik perihal kebijakan publik 
dengan uang. Jika kebutuhan dasar partai ditanggung negara, hal 
ini akan mengurangi kebutuhan untuk menerima “interested money” 
dari perusahaan, pengusaha atau individu tertentu yang bertujuan 
mempengaruhi kebijakan yang akan diambil partai politik. 

Keempat, melalui dana publik, negara dapat mendorong atau 
menuntut sejumlah perubahan dari partai politik, seperti keharusan 
mengajukan perempuan, kelompok minoritas, dan kaum muda 
menjadi calon anggota legislatif ataupun calon kepala daerah. 

Kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan 
partai politik, sehingga dapat mempersempit peluang korupsi. 
Negara dapat menerapkan keharusan partai politik mengumumkan 
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secara terbuka identitas sumber penyumbang, jumlah sumbangan, 
serta jumlah pengeluaran. 

Keenam, di negara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang 
masih tergolong tinggi, kecil kemungkinan bagi warga negara untuk 
dapat berkontribusi secara finansial kepada partai politik. Sebab, 
keuangan masyarakat masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan 
pokok dibandingkan dengan memberikan bantuan dana kepada 
partai politik. 

Di sisi lain, terdapat beberapa argumen yang kontra terhadap 
pemberian dana publik kepada partai politik. Pertama, memelihara 
kemapanan ( status quo) karena mempertahankan partai politik dan 
kandidat yang mapan dalam kekuasaan. Sebab, berdasarkan amanat 
undang-undang bahwa partai politik yang mendapatkan dana publik 
hanya partai politik yang sudah ada di parlemen. Kedua, terdapat 
pemaksaan secara tidak langsung kepada pembayar pajak untuk 
mendukung partai politik dan calon yang memperjuangkan pola 
dan arah kebijakan publik yang belum tentu didukungnya. Ketiga, 
dana publik seharunsya dapat digunakan untuk keperluan yang lebih 
penting, seperti program pembangunan infrastruktur, pendidikan, 
kesehatan, dan lain-lain. 

Mendorong Keuangan Partai Politik yang Lebih Transparan 

Walaupun terdapat pro dan kontra terkait pembiayaan partai politik 
melalui dana publik, namun dapat disepakati bahwa partai politik 
memang membutuhkan dana untuk menjalankan fungsi-fungsinya, 
seperti komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan 
sarana pengaturan konflik (Budiardjo, 2009). Hal terpenting terkait 
keuangan partai politik bahwa pemasukan dan pengeluaran partai 
politik harus transparan sehingga penggunaanya dapat diawasi oleh 
publik. 

Terkait transparansi keuangan partai politik, hal ini telah diatur 
dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Parpol, bahwa pengelolaan 
keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, 
serta diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan 
secara periodik. Namun, yang menjadi persoalan adalah masih 
minimnya sosialisasi terkait keterbukaan keuangan partai politik 
kepada publik. Untuk itu, di era serba internet dan keterbukaan 
informasi ini, partai politik dituntut untuk mempublikasikan laporan 
keuangannya kepada publik melalui media cetak, media elektronik, 
maupun media online. 

Politik
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Selain itu, sanksi yang diberikan kepada partai politik terkait 
penggunaan dana publik sampai saat ini hanyalah berupa sanksi 
administratif, yaitu berupa pemberhentian bantuan dari APBN 
ataupun APBD. Padahal, APBN atau APBD hanya menyumbang 
sedikit dari total pemasukan partai politik. Perlu adanya sanksi yang 
lebih menimbulkan efek jera bagi partai politik yang tidak membuat 
ataupun membuka laporan keuangan secara lengkap, detail, dan 
menyeluruh. 

Lebih lanjut, hasil temuan penelitian dari The Indonesian Institute, 
Center for Public Policy Research (TII) bersama dengan Perludem 
dan RESPECT (2021) yang berjudul “Enabling Civic Tech Ecosystems 
and Open Election Data Readiness to Improve the Integrity of Elections 
in Indonesia,” mencatat bahwa keterbukaan keuangan kampanye 
partai politik masih mendapatkan penilaian “kuning” atau “sebagian 
terbuka”. Untuk itu, menjelang pemilu tahun 2024, partai politik 
peserta pemilu perlu memberikan laporan keuangannya secara 
benar, lengkap, detail, dan transparan kepada penyelenggara pemilu 
dan ditindaklanjuti dengan mempublikasikannya melalui website 
resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau website open data KPU. 

Hal terpenting adalah bagaimana pengawasan terhadap keuangan 
partai politik. Dengan adanya pembiayaan dana publik kepada partai 
politik, maka publik memiliki hak untuk mengawasi dan meminta 
pertanggungjawaban dari setiap pemasukan dan pengeluaran partai 
politik. Lebih lanjut, dengan adanya pemberian dana publik kepada 
partai politik, diharapkan fungsi-fungsi partai politik dapat berjalan 
dengan baik. 

 - Ahmad Hidayah -

Sebagai pilar 
demokrasi, partai 
politik perlu membuka 
seluruh laporan 
keuangannya 
kepada publik. 
Selain meningkatkan 
kepercayaan publik, 
keterbukaan keuangan 
partai politik dapat 
mencegah korupsi 
karena semua 
pembiayaan tidak 
dilakukan di bawah 
meja
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Mewaspadai Klientelisme di Pemilu 2024

Dalam sebuah diskusi online yang diselenggarakan oleh Jarigan 
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen 
Pemantau Pemilu (KIPP) pada 14 Desember 2021, salah satu 
calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-
2027, Leopold Sudaryono, memberikan perhatiannya terkait 
praktik klientelisme dalam pemilu. Menurutnya, praktik ini menjadi 
permasalahan yang perlu diberikan perhatian khusus oleh Bawaslu 
di periode yang akan datang. 

Klientelisme sendiri adalah sebuah relasi antara Patron dengan 
Klien (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam konteks pemilu, dapat 
diartikan bahwa Patron adalah para kandidat dalam pemilu dan 
Klien adalah pemilih. Relasi antara Patron dengan Klien melibatkan 
beberapa praktik yang pada ujungnya berharap Klien akan 
memberikan suaranya kepada Patron. 

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), terdapat lima bentuk praktik 
klientelisme. Pertama, pembelian suara (vote buying), yaitu distribusi 
pembayaran uang tunai dari kandidat kepada pemilih. Di Indonesia, 
sudah banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan 
pembelian suara, seperti “serangan fajar”. 

Kedua, pemberian pribadi (individual gift). Berbeda dengan 
pembelian suara, pemberian pribadi tidak berbentuk uang melainkan 
berbentuk barang yang bersifat kenang-kenangan. Praktik ini 
biasanya dilakukan oleh kandidat saat bertemu langsung dengan 
pemilih, seperti berkunjung ke rumah-rumah pemilih ataupun pada 
saat kampanye. Terdapat beberapa bentuk dari pemberian pribadi, 
seperti kaos, gantungan kunci, kalender, jilbab, mukena, dan lain-
lain. 

Ketiga, pelayanan dan aktivitas (service and activities). Kandidat 
sering kali memberikan sumbangan dana untuk beragam kegiatan 
masyarakat. Misalnya kegiatan pengajian, turnamen olahraga, demo 
masak, dan lain- lain. Kegiatan seperti ini pada umumnya kandidat 
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akan mempromosikan dirinya secara langsung. Selain itu, ada pula 
bentuk pelayanan aktivitas seperti pelayanan kesehatan gratis di 
mana kandidat tidak langsung bertemu dengan pemilih, namun 
pemilih mengetahui siapa yang mengadakan kegiatan tersebut. 

Keempat, barang kelompok (club goods), yaitu pemberian dari 
kandidat kepada pemilih yang bersifat keuntungan bersama bagi 
kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. 
Jenis barang yang dibagikan berupa barang yang bisa digunakan 
untuk kepentingan kelompok tersebut, seperti peralatan ibadah bagi 
kelompok agama ataupun perlengkapan olahraga untuk kelompok 
olahraga. Selain barang, kandidat juga sering kali memberikan 
sumbangan berupa uang tunai untuk pembangunan ataupun 
renovasi infrastruktur, seperti sumbangan untuk pembangunan 
rumah ibadah. Para kandidat merasa pendistribusian semacam ini 
sebagai aktivitas yang legal atau secara moral dapat diterima. 

Kelima, proyek ‘gentong babi’ (pork barrel), yaitu proyek-proyek 
pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. 
Karakteristik utama dari proyek ini sebenarnya didanai dari dana 
publik atau anggaran pemerintah dan ditujukan kepada publik 
dengan harapan publik yang menerima akan memberikan dukungan 
kepada kandidat yang memberikan proyek tersebut di pemilu yang 
akan datang. 

Dari kelima bentuk relasi antara Patron kepada Klien dalam 
klientelisme, terdapat sumber daya yang didistribusikan dari Patron 
kepada Klien, baik berbentuk uang tunai, barang, ataupun proyek, 
dengan harapan Klien akan memberikan suaranya kepada Patron 
dalam kontestasi pemilu. Jika Patron adalah kandidat, siapakah yang 
ditetapkan oleh Patron untuk menjadi Kliennnya.   

Burhanuddin Muhtadi (2020) dalam bukunya “Kuasa Uang: Politik 
Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru”, menjelaskan bahwa dalam 
melihat praktik klientelisme, terdapat dua pandangan umum, 
yaitu sumber daya dialokasikan untuk pemilih inti (core voter) atau 
dialokasikan untuk pemilih mengambang (swing voter). 

Dalam pandangan pengalokasian untuk pemilih inti, kandidat 
cenderung menyasar basis massanya sendiri agar mereka 
berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan. Strategi ini sering 
disebut dengan “pembelian partisipasi”. Logika yang dibangun 
adalah jika pemilih loyal tidak diiming-imingi insentif, dikhawatirkan 
mereka tidak akan menggunakan haknya. 
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Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan pengalokasian 
sumber daya kepada pemilih mengambang. Sumber daya kandidat 
yang terbatas tidak akan disia-siakan untuk pemilih loyal dan justru 
menyasar pemilih mengambang yang masih bisa dipengaruhi. 
Pandangan ini bertolak pada pandangan bahwa pemilih inti sudah 
pasti memilih kandidat karena memiliki komitmen yang tinggi. 

Antisipasi Klientelisme di Pemilu 2024 

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi (2020) 
menjelaskan bahwa dalam pemilu legislatif tahun 2014, sekitar 25 
hingga 33 persen pemilih di Indonesia pernah ditawari uang atau 
materi lainnya sebagai imbalan untuk suara yang akan atau telah 
mereka berikan. Lebih lanjut, proporsi pemilih yang terlibat politik 
uang dalam Pemilu 2019 berada pada kisaran 19,4% hingga 33,1% 
(Muhtadi, 2019). Selain itu, hasil penelitian Burhanuddin Muhtadi 
juga menunjukan bahwa 39,4% responden menyatakan bahwa 
“politik uang” dapat diterima. Untuk itu, perlu langkah tepat untuk 
mengantisipasi politik uang yang merupakan bagian dari klientelisme 
di Pemilu 2024 mendatang. 

Pertama, aspek regulasi. Tindak pidana politik uang telah diatur 
dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, tindak lanjut dari peraturan 
ini belum cukup berdampak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi 
kembali terhadap undang-undang, khususnya dari Pasal 523 ayat 
(1) hingga ayat (3) Undang-Undang Pemilu, sehingga peraturan 
tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Misalnya, 
sanksi tidak hanya diberikan kepada peserta, pelaksana, ataupun tim 
kampanye, tetapi juga partai politik yang bersangkutan. Kalaupun 
revisi dari peraturan ini belum dapat dilakukan di Pemilu 2024, yang 
terpenting adalah bagaimana mengetatkan pengawasan sehingga 
peraturan ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Kedua, Anggota Bawaslu periode 2022-2027 harus memberikan 
perhatian khusus terhadap praktik jual beli suara. Pemahaman 
anggota Bawaslu terkait klientelisme tentu menjadi modal untuk 
merumuskan strategi pengawasan serta menangani praktik 
klientelisme yang terjadi di Pemilu 2024. Jangan sampai, para 
Anggota Bawaslu terlalu memberikan perhatian pada satu isu, 
misalnya “kampanye digital”, namun isu lain yang tidak kalah penting 
terlupakan, seperti permasalahan politik uang yang memang sudah 
menjadi masalah sejak lama. 
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Ketiga, dibutuhkan aparat penegakan hukum yang berintegritas, 
memiliki kredibilitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya. Dalam konteks itu, Sentra Penegakan Hukum 
Terpadu (Sentra Gakumdu) sebagai pilar dalam pengawasan dan 
penindakan terhadap tindak pidana politik uang harus bebas dari 
praktik suap. 

Keempat, peradilan tindak pidana politik uang harus dilaksanakan 
dengan adil, objektif, cepat, dan sederhana. Terdapat beberapa 
kasus di mana proses peradilan tindak pidana politik uang mandek, 
bertele-tele, bahkan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, mekanisme 
peradilan tindak pidana politik uang harus diatur lebih baik dan 
dimasukan ke dalam Undang-Undang Pemilu. 

Kelima, KPU bersama dengan kandidat harus dapat semaksimal 
mungkin memberi edukasi kepada masyarakat untuk menolak 
politik uang. Dalam konteks itu, masyarakat dapat diberikan edukasi 
bahwa mereka mampu untuk menentukan pemimpin yang bebas 
dari korupsi melalui penolakan terhadap politik uang dan tidak 
memilih pemimpin yang menggunakan politik uang dalam pemilu. 

- Ahmad Hidayah   -

Politik
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Hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah 
ketimpangan gender. Beberapa indeks yang dapat menunjukkan 
kondisi tersebut, diantaranya Gender Inequality Index (GII) dan 
Global Gender Gap Index (GGGI). Kedua indeks tersebut sama-
sama mengukur ketimpangan gender melalui beberapa dimensi di 
antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. 

Lebih spesifiknya, dimensi yang digunakan untuk mengukur GII 
adalah kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan tenaga kerja 
perempuan dibanding laki-laki. Selanjutnya, dimensi kesehatan 
reproduksi diukur dengan indikator rasio kematian ibu dan angka 
kelahiran pada remaja. Dimensi pemberdayaan diukur dengan 
perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang telah menempuh 
pendidikan minimal hingga sekolah menengah, serta persentase 
kursi di parlemen yang diduduki oleh perempuan. Sementara, 
dimensi tenaga kerja diukur dengan perbandingan tingkat partisipasi 
angkatan kerja laki-laki dan perempuan di suatu negara (UNDP, 
2020). 

Data terbaru GII menunjukkan indeks ketidaksetaraan gender di 
Indonesia masih sebesar 0,480 (UNDP, 2020). Angka tersebut 
hampir setara dengan pencapaian GII Indonesia di tahun 2011, yakni 
sebesar 0,481. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 
perbaikan yang signifikan pada aspek kesetaraan gender dalam satu 
dekade terakhir. 

Hampir sama dengan dengan GII, GGGI dilihat melalui dimensi 
pencapaian pendidikan, kesehatan dan ketahanan hidup, partisipasi 
dan peluang ekonomi, serta pemberdayaan politik (WEF, 2021). 
Masing-masing dimensi diukur menggunakan beberapa indikator 
seperti yang tertulis dalam Tabel 1 di bawah ini.

Capaian Berbagai Dimensi Kesetaraan Gender di Indonesia 

Sosial
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Tabel 1. Indikator Global Gender Gap Index

 Sumber: World Economic Forum (WEF), 2021.

Berdasarkan data dari WEF (2021), di tahun 2021, GGGI Indonesia 
mencapai 0,688 (rentang skor 0,000 hingga 1,000). Capaian 
Indonesia tersebut setara dengan rata-rata capaian kesetaraan 
gender di dunia. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia 
di posisi ke l01 dari total 156 negara. Sementara, negara dengan 
pencapaian kesetaraan gender paling tinggi, yakni Islandia, telah 
mencapai skor 0,892. 

Indonesia sendiri mengalami penurunan indeks sebesar 0,013 
dibanding tahun 2020. Bukan hanya Indonesia saja, di tahun 
2021 rata-rata pencapaian indeks kesetaraan gender secara global 
juga mengalami penurunan 0,600 persen dibanding tahun 2020. 
Hal tersebut didorong oleh banyaknya negara yang mengalami 
penurunan kinerja yang berkaitan dengan pembangunan indeks 
kesetaraan gender. Pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
yang masih ada hingga saat ini juga menjadi salah satu penyebab 
menurunnya capaian tersebut. 

Lebih jauh, pada masing-masing capaian dimensi GGGI, Indonesia 
berada di peringkat 107 (skor 0,970) pada capaian pendidikan. 
Peringkat 99 pada partisipasi dan peluang ekonomi (skor 0,647). 
Peringkat 76 pada dimensi kesehatan dan ketahanan hidup (skor 
0,971), serta peringkat 92 pada pemberdayaan politik (skor 0,164). 
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Lebih lanjut mengenai pencapaian masing-masing dimensi dan 
kondisi di lapangan dipaparkan dalam sub bab berikut ini.

Kondisi di Lapangan

Pada dimensi pendidikan, berdasarkan data dari United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 
2018), literasi perempuan di Indonesia masih lebih rendah dibanding 
laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan 
latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah juga lebih 
banyak dibanding jumlah perempuan dengan kategori yang sama. 
Yakni 55,10 persen laki-laki dan 46,80 persen perempuan. 

Walaupun saat ini perbandingan jumlah pendaftar sekolah menengah 
antara anak laki-laki dan perempuan sudah setara, namun masih 
terdapat proses-proses pembelajaran yang tidak mengedepankan 
kesetaraan gender. Misalnya, murid laki-laki mendapat perlakuan 
lebih spesial dibanding murid perempuan, atau sebaliknya. Ada 
pula contoh kasus lain seperti yang terjadi di salah satu sekolah 
dasar di Bandar Lampung. Murid laki-laki di sana lebih diutamakan 
untuk mengisi peran-peran penting di sekolah seperti ketua kelas, 
ketua upacara, pimpinan barisan, pemimpin doa, dan peran penting 
lainnya (Yuniati, 2018). Ditambah lagi, banyaknya kasus kekerasan 
seksual di satuan pendidikan yang baru terungkap di akhir tahun 2021 
hingga awal tahun 2022. Hal ini menunjukkan masih timpangnya 
relasi antar gender di lingkungan pendidikan. 

Pada dimensi ekonomi, perbedaan partisipasi perempuan dan laki-
laki dalam dunia kerja masih sangat kentara. Berdasarkan data dari 
International Labour Organization (ILO) (2019), tingkat partisipasi 
angkatan kerja perempuan usia lima belas tahun ke atas masih 
sebesar 53,10 persen, sedangkan laki-laki 81,90 persen. Terdapat 
beragam faktor yang menghambat perempuan untuk bekerja. 
Misalnya, beberapa perusahaan memilih untuk tidak mempekerjakan 
perempuan yang telah memiliki anak karena dianggap akan kesulitan 
membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus anak. 

Hal lain yang masih menjadi masalah pada dimensi peluang ekonomi 
adalah masih minimnya jumlah perempuan yang menempati posisi 
manajer atau posisi senior di perusahaan/lembaga. Adanya anggapan 
bahwa feminimitas yang dimiliki perempuan dapat menjadi kendala 
saat mereka menjadi pemimpin merupakan salah satu penghambat 
perempuan dalam mengembangkan karirnya. Selain itu, perbedaan 
pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga masih menjadi salah 
satu faktor tingginya angka ketimpangan pada dimensi ekonomi. 

Sosial
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Sosial

Pada dimensi politik, jumlah perempuan yang menjadi menteri pada 
Januari 2021 sebanyak 17,10 persen. Jumlah tersebut menurun jika 
dibandingkan dengan persentase di bulan Januari 2019 yang sebesar 
23,5 persen. Jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen juga 
masih sangat sedikit, yakni 21,00 persen. Selain itu, dalam kurun 
waktu 77 tahun terakhir, Indonesia baru pernah dipimpin oleh 
presiden perempuan selama empat tahun (IPU, 2021). 

Pada dimensi kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 
saat ini masih mengkhawatirkan. Kepala Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo 
menyatakan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia 
masih cukup tinggi (kompas.com, 4/2/2021). Hasil Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 menunjukkan bahwa AKI 
di Indonesia sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara, 
data terbaru World Bank menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 
rasio kematian ibu di Indonesia masih sebanyak 177 per 100.000 
kelahiran hidup. 

Tingginya AKI di Indonesia diantaranya juga menggambarkan 
kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah. Data terakhir BPS tahun 
2015 menunjukkan wilayah dengan rasio AKI paling tinggi adalah 
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Rasio kematian ibu di sana 
sebanyak 489 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara rasio kematian 
ibu paling rendah berada di Jawa dan Bali, yakni sebanyak 247 per 
100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI di Wilayah Nusa Tenggara, 
Maluku, dan Papua salah satunya dikarenakan fasilitas kesehatan 
yang masih belum memadai. Aksesibilitas ibu dan penduduk lainnya 
untuk menuju layanan kesehatan di wilayah tersebut juga masih 
terbatas. 

Permasalahan gender pada dimensi kesehatan lainnya adalah masih 
tingginya angka kelahiran pada remaja. Pada rentang tahun 2015 
hingga 2019, tingkat kelahiran remaja di Indonesia yakni sebesar 
47,4 per 1000 remaja perempuan usia 15-19 tahun (UNDESA, 
2019). Tingginya angka kelahiran pada remaja tersebut berasosisasi 
dengan beberapa faktor misalnya tingginya angka perkawinan anak 
di Indonesia dan minimnya pendidikan mengenai seksualitas dan 
reproduksi.  

Rekomendasi

Setelah meninjau berbagai dimensi permasalahan gender di atas, 
beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya. Pertama, untuk 
mendorong kesetaraan gender pada dimensi pendidikan, diperlukan 
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kurikulum pembelajaran yang mengedepankan kesetaraan gender 
baikitu dari pihak sekolah maupun dari pemerintah pusat. 

Kedua, pada dimensi ekonomi, diperlukan upaya untuk meningkatkan 
partisipasi angkatan kerja perempuan. Penyedia lapangan kerja 
seharusnya tidak menjadikan adanya anak sebagai hambatan untuk 
bekerja. Selain itu, stereotip mengenai feminimitas perempuan 
dapat menghambat perempuan dalam mengisi posisi manajer dalam 
perusahaan/lembaga juga perlu dihapus. 

Ketiga, pada dimensi kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah perlu menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan di 
wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Langkah tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas ibu hamil saat 
memeriksakan dan melahirkan kandungannya. Diperlukan pula 
upaya dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan 
pemangku kepentingan lain untuk menghapuskan perkawinan anak 
dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat. 

Selain sosialisasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak (Kemen PPPA) perlu memperkuat implementasi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) 
yang mengatur mengenai batas usia perkawinan. Kemen PPPA juga 
perlu bekerja sama dengan pengadilan agama untuk memperketat 
pengabulan dispensasi kawin.

Keempat, pada dimensi politik, diperlukan upaya dari presiden 
untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi menteri. 
Diperlukan pula upaya dari partai politik untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen, misalnya dengan 
memperkuat affirmative action. Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) harus segera mengesahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan 
Gender untuk memperkuat perspektif gender dalam segala proses 
pembangunan. Dengan langkah-langkah tersebut dan komitmen 
bersama dari seluruh pihak pembuat kebijakan maupun para 
pemangku kepentingan terkait, diharapkan kesetaraan gender di 
Indonesia dapat segera terwujud. 

 - Nisaaul Muthiah   -

Data Gender 
Inequality Index dan 
Global Gender Gap 
Index menunjukkan 
masih besarnya 
ketimpangan gender 
di Indonesia. 
Diperlukan penguatan 
pembangunan 
yang berperspektif 
gender pada dimensi 
pendidikan, peluang 
ekonomi, kesehatan, 
dan politik untuk 
mewujudkan 
kesetaraan dan 
menghapuskan 
ketimpangan yang 
ada.
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Meninjau Kurikulum Prototipe 

dan Dinamika Pergantian Kurikulum di Indonesia

               

Pada pertengahan bulan Januari 2022, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) tengah 
mensosialisasikan Kurikulum Prototipe. Sebelumnya di tahun 2021,  
kurikulum tersebut telah diimplementasikan di beberapa sekolah 
penggerak. Menurut Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 
Kemendikbud-Ristek, Zulfikri Anas (dalam kemdikbud.go.id, 
15/01/2022), di tahun 2022 ini, Kurikulum Prototipe menjadi salah 
satu kurikulum yang dapat dipilih oleh sekolah yang berminat, di 
samping Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud-Ristek, Wikan 
Sakarinto (dalam tempo.co, 14/01/2022) menyatakan bahwa 
pihaknya telah melakukan survei pada 500 Sekolah Menengah 
Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) terkait implementasi 
Kurikulum Prototipe. Dari total SMK PK yang disurvei, 95 persen 
sekolah mengaku bahwa kurikulum tersebut sangat cocok bagi 
siswa dan guru. Kurikulum tersebut dianggap memiliki kerangka 
yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter dan 
kompetensi murid. 

Salah satu sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Prototipe 
adalah SMK Negeri 1 Batam. Menurut Kepala SMK tersebut, Lea 
Lindrawijaya Suroso (dalam tempo.co, 14/01/2022), siswa di sekolah 
tersebut sangat antusias dan bahagia karena diberi kebebasan untuk 
memilih fokus materi belajar yang diminati. 

Di sisi lain, menurut pengamat pendidikan, Indra Charismiadji 
(dalam idntimes.com, 1/12/2021), adanya perbaikan kurikulum 
pada setiap menteri baru hanya untuk menghabiskan anggaran saja. 
Pasalnya, pergantian kurikulum di Indonesia tidak pernah berhasil 
meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. 

Sosial
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Dinamika Pergantian Kurikulum

Banyak pihak yang menilai bahwa di Indonesia, setiap pergantian 
menteri akan diringi dengan pergantian kurikulum. Anggapan tersebut 
tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, sejak Indonesia merdeka hingga 
saat ini, sudah ada lebih dari sepuluh kurikulum yang diterapkan. 
Mulai dari kurikulum pertama paska kemerdekaan, yakni Rentjana 
Pelajaran 1947, hingga Kurikulum 2013. Terakhir, di awal 2022 ini 
Kemendikbud-Ristek mensosialisasikan Kurikulum Prototipe yang 
menjadi salah satu pilihan bagi sekolah, di samping Kurikulum 2013 
dan Kurikulum Darurat (Kemdikbud.go.id, 15/01/2022). 

Menurut Machali dan Hidayat (2016), pergantian kurikulum 
merupakan hal yang biasa-biasa saja bagi negara yang mempunyai 
pendidikan yang maju di dunia. Pergantian kurikulum dilakukan 
untuk menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman 
yang kian maju. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan tidak 
mungkin stagnan. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada 
hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi, baik 
internal maupun eksternal yang terus berubah. 

Meskipun pergantian kurikulum adalah hal yang wajar, namun 
para pembuat kebijakan, dalam konteks ini Kemendikbud-Ristek, 
seharusnya mampu memperkirakan agar kurikulum di Indonesia 
tetap relevan di masa yang akan datang. Hal tersebut ditujukan 
agar pergantian kurikulum tidak terlalu sering dilakukan. Pada setiap 
pergantian kurikulum, dibutuhkan waktu adaptasi yang berbeda-
beda dari tiap guru dan sekolah. Jika pihak-pihak tersebut tidak 
dapat beradaptasi dengan cepat, maka proses belajar murid dapat 
terhambat. Selain itu, pada setiap proses peralihan kurikulum juga 
dibutuhkan banyak anggaran belanja negara karena akan terdapat 
berbagai pergantian. Misalnya, anggaran pergantian buku, pelatihan 
guru, dan lain-lain. 

Kembali pada Kurikulum Prototipe, kurikulum tersebut 
dibentuk sebagai upaya pengembangan Kurikulum Darurat yang 
diterapkan saat pandemi coronavirus disease-2019 (COVID-19). 
Kurikulum Darurat yakni Kurikulum 2013 adalah kurikulum telah 
disederhanakan oleh Kemendikbud-Ristek. Kurikulum Darurat 
dan pengembangannya, yakni Kurikulum Prototipe, berfokus pada 
penguatan karakter dan kompetensi mendasar. 

Pada bulan April hingga Mei 2021, Kemendikbud-Ristek melakukan  
suvey pada 18.370 murid kelas satu hingga tiga sekolah dasar di 612 
sekolah. Hasil  survey tersebut menunjukkan bahwa siswa yang 
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menggunakan Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang 
lebih baik dari siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara 
penuh, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Kurikulum 
Darurat diklaim dapat membantu murid mengejar learning loss. Oleh 
sebab itu, Kurikulum Prototipe dianggap akan dapat membantu 
murid lebih jauh lagi dalam mengejar ketertinggalan. 

Lebih lanjut, Kurikulum Prototipe memiliki karakteristik yang 
berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah 
menangah atas (SMA) misalnya. Murid SMA yang menggunakan 
Kurikulum Prototipe memiliki kebebasan untuk memilih mata 
pelajaran dari kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa, maupun Keterampilan Vokasi, 
sesuai minat, bakat, dan aspirasi mereka. Tidak ada lagi penyekatan 
bahwa mata pelajaran tertentu hanya dapat dipelajari oleh murid 
dari jurusan IPS atau IPA, dan sebagainya. Langkah tersebut adalah 
suatu kemajuan dalam proses pendidikan. Prinsip kebebasan akan 
membantu murid lebih mudah untuk maju, karena mereka dapat 
mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat mereka, 
tanpa ada pembatasan.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan Kurikulum 
Prototipe dan semua kurikulum adalah kesiapan dari guru, sekolah, 
penyelenggara pendidikan, dan kelengkapan pendidikan lainnya. 
Kurikulum adalah satu alat untuk mencapai pendidikan yang 
berkualitas. Jika guru dan sekolah tidak siap untuk menggunakan 
alat tersebut, maka perubahan kurikulum tidak akan efektif untuk 
mencapai pendidikan yang berkualitas. Berkaca dari masa lalu, 
sudah lebih dari sepuluh kurikulum yang diterapkan di Indonesia, 
namun kualitas pendidikan Indonesia masih stagnan. Kesiapan 
berbagai pihak dalam menerapkan kurikulum sangat berkaitan 
dengan keberhasilan implementasi kurikulum dan perbaikan kualitas 
pendidikan itu sendiri. 

Rekomendasi

Berdasar tinjauan mengenai Kurikulum Prototipe dan juga dinamika 
pergantian kurikulum di Indonesia, beberapa langkah yang dapat 
dilakukan adalah: pertama, diperlukan riset lebih lanjut dari 
lembaga riset  independent untuk menguji kaitan antara penerapan 
Kurikulum Prototipe dengan peningkatan kualitas pendidikan. 
Hasil riset diperlukan untuk dijadikan pembanding terhadap hasil 
riset yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek terkait dengan 
keberhasilan Kurikulum Darurat. Jika hasil riset menunjukkan 
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bahwa Kurikulum Prototipe yang merupakan pengembangan dari 
Kurikulum Darurat memang berasosiasi positif dengan peningkatan 
kualitas pembelajaran murid, maka Kurikulum Prototipe patut untuk 
diimplementasikan lebih lanjut. 

Kedua, selain memperbaiki kurikulum, Kemendikbud-Ristek, Dinas 
Pendidikan, asosiasi guru, dan pemangku kepentingan lain juga perlu 
memperbaiki faktor lain yang menunjang keberhasilan implementasi 
kurikulum. Misalnya kualitas guru, kesiapan sekolah, sarana 
prasarana belajar, dan lain-lain. Peningkatan kualitas guru dapat 
dilakukan dengan menyediakan wadah yang kondusif bagi guru. 
Misalnya dengan perbaikan Program Profesi Guru dan Kelompok 
Kerja Guru. Langkah ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa 
keberhasilan implementasi kurilulum sangat berkaitan dengan 
kualitas dan kesiapan faktor-faktor tersebut. 

 - Nisaaul Muthiah -

Sosial

Diperlukan studi 
lebih lanjut untuk 
mengetahui apakah 
Kurikulum Prototipe 
benar-benar mampu 
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pembelajaran murid. 
Selain itu, keberhasilan 
implementasi 
kurikulum juga sangat 
berkaitan dengan 
kesiapan berbagai 
faktor seperti guru dan 
sekolah
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Profil Institusi

The Indonesian Institute (TII)    adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi 
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan 
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang 
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya 
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 



Update Indonesia — Volume XVI, No.1 – Januari 2022 36

misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII  memiliki  fokus  penelitian di  bidang  ekonomi  pada  isu  kebijakan  
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip 
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank 
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik 
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada 
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah 
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus 
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan 
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII 
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan 
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan 
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga 
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII 
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek 
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

 

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Program Riset
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif 
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah 
naskah akademik yang  berkualitas. Hal ini penting untuk 
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, 
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah 
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, 
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan 
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah 
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik 
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, 
dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, 
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan 
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative 
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII 
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas 
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan 
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi 
Politik. 

 RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai 
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia 
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam 
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi 
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga 
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan 
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. 
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses 
kebijakan.

Program Riset
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang 
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada 
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government 
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan 
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: 
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan 
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang 
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya 
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, 
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII 
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang 
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun 
pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah 
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi 
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah 
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, 
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil 
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama 
menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih 
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data 
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat 
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan 
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu 
mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat 
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling 
efektif untuk kampanye.
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Evaluasi Kegiatan

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan utama 
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta 
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal  The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
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Fasilitasi dan Advokasi

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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